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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya pernikahan adalah fitrah dari manusia. Rasullulah saw
menyebut menikah adalah sunahnya. Kita paham betul bahwa setiap
pasangan muslim dan muslimah mempunyai tujuan yang utama dalam
menikah yaitu mendapatkan ridha Allah swt, dalam tujuan tersebut
tersimpan perwujudan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami
istri dalam kehidupan rumah tangga. Kita juga menyadari bahwa setiap
keluarga sakinah dapat menciptakan kedamian, kebahagian serta
kesejahteraan.
Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Ar-Ruum: 21, yang
berbunyi:
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmuisteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan

merasa tentram kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.'
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Upaya membentuk keluarga sakinah perlu adanya pemenuhan hak dan
kewajiban dari suami istri, dimana hak dan kewajiban itu memiliki makna

dalam diri masing-masing baik suami ataupun istri.

'Departemen Agama RI, A/-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
2010), 571.



Sepasang suami istri yang dipersatukan oleh ikatan pernikahan juga
sadar bahwa keluarga adalah organisasi kecil yang memiliki aturan dalam
pengelolahannya, oleh kerena itu sepasang suami istri harus bisa memahami
hak dan kewajiban dirinya atas pasangannya dan anggota keluarga lainnya.
Sepasang suami istri dalam berinteraksi di dalam rumah tangga sepatutnya
melandasi hubungan mereka dengan semangat mencari keseimbangan,
menegakkan keadilan, menebar kasih sayang dan mendahulukan menunaikan
kewajiban dari pada menuntut hak. Jika suami istri sama-sama sudah
menjalankan tanggung jawab masing-masing maka akan terwujudlah
ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagian hidup
berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud
sesuai dengan tatanan agama, yakni Sakinah, mawaddah, warahmah.”

Dalam pasal 80 KHI disebutkan bahwa seorang suami berfungsi
sebagai pembimbing, pelindung, dan penanggung jawab atas segala
keperluan istri dan keluarga dalam rumah tangga, sedangkan dalam pasal 83
menjelaskan bahwa kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir batin
kepada suami serta mengatur segala keperluan rumah tangga.’ Bahwa suami
patut memberikan nafkah lahir ataupun batin. Kaum muslimin sepakat
bahwa perkawinan merupakan salah satu penyebab adanya kewajiban
pemberian nafkah seperti halnya kekerabatan. Nafkah atas istri ditetapkan

Nash-nya dalam firman Allah surat al-Baqarah,ayat 233 :

’Slamet Abidin Aminuddin, Figih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 146.
*Undang-Undang Perkawinan dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya:
Arkolat), 205-207.
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"Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakian kepada ibu
dengan cara yang ma’ruf".

Yang dimaksud para ibu di atas adalah istri-istri, sedangkan yang
dimaksud dengan ayah adalah para suami.* Juga berdasarkan hadis yang

berbunyi :
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“Rasullulah s.a.w bersabda pada haji wada’ (pengabisan) kewajiban
suami terhadap istriny memberikan belanja dan pakian dengan cara yang
ma’ruf. (H.R. Muslim)”.

Berbagai persoalan perkawinan banyak timbul pada saat ini juga
banyak muncul pada masa sebelumnya, persoalan yang selalu menarik untuk
diperbincangkan, yaitu khususnya permasalahan pemenuhan hak dan
kewajiban suami kepada istri yang banyak diantara suami tidak memenuhi
hak dan kewajiban nafkah suami untuk istri baik lahir atau batin selama
perkawianan, kerena soal ini bukan hanya menyangkut akal, harkat dan
martabat hidup manusia, akan tetapi mempunyai nilai-nilai akhlak yang
luhur yang merupakan kunci utama dalam mewujudkan suatu keseimbangan

hak ataupun kewajiban, oleh kerena itu, perkawinan merupakan suatu

perjanjian yang kokoh (perikatan) antara suami dan istri, yang sudah barang

*Muhammad Al Jawwad Mughniyah, Figih Lima Madzhab (Jakarta: Lentara, 2006), 400.
> Abu Husin Muslim bin Al-Hajjaj al-Quraisy, Sahih Muslim Juz I (Beirut: Dar al-fikr), 560-562.



tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi kedua
belah pihak.® Perkawinan disini merupakan perjanjian yang suci, apabila
didalam membina perkawian timbul adanya ketidaktahuan antara hak dan
kewajiban ataupun setelah adanya sutau perceraian yang diakibatkan unsur
kesalahan di antara kedua belah pihak, maka sebenarnya ketentuan hak dan
kewajiban seorang suami itu sudah ditentukan oleh agama dan Undang-
Undang.

Pada kali ini peneliti mengambil suatu permasalahan yang menyangkut
perilaku seorang suami yang tidak bisa dikatakan bahwa nilai-nilai tanggung
jawab tidak ada dalam diri suami yang tidak mencerminkan sikap seseorang
pemimpin, pembimbing, ataupun pelindung bagi seorang isteri dan anak-
anaknya, hal ini terjadi permasalahan yaitu nafkah madiah yang diberikan
suami didalam perkawinan yang seharusnya patut dimiliki oleh istri diambil
kembali akibat adanya perceraian.

Nafkah disini berupa barang-barang berupa kebutuhan untuk istri
sendiri serta sebagian harta yang diberikan kepada istri selama perkawinan,
di sini jelas bahwa seorang suami tidak menempatkan istri dalam tanggung
jawabnya, kewajiban suami bagi seorang istri di pandang hanya sebuah teori
saja bukan norma dan kewajiban.

Pada permasalahan yang terjadi di Kelurahan Semolowaru Kecamatan
Sukolilo Kota Surabaya ini tentang penarikan nafkah madiah oleh suami

akibat adanya perceraian, hal ini dititik beratkan di dalam konteks nafkah

SUmar Said, Hukum Islam di Indonesia (Bandung: CV Cempaka,1996), 5.



madiah selama perkawianan berlangsung, kerana nafkah itu diberikan selama
perkawinan dan tidak termasuk nafkah iddah yang terjadi setelah adanya
perceraian.

Peristiwa ini terjadi setelah adanya perceraian antara kedua belah
pihak suami istri, di mana sebagian barang-barang pemberian nafkah madiah
yang diberikan oleh suami selama perkawinan berlangsung ditarik kembali
akibat adanya percerian. Setelah peneliti bertanya kepada salah seorang
tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh didaerah tersebut yang bernama
H. Nurul Huda di kelurahan semolowaru kecamatan sukolilo kota surabaya,
dikatakan benar ada kejadian seperti itu yaitu suami yang menarik kembali
nafkah madiah yang berupa barang-barang dan sebagian harta yang telah
diberikan akibat adanya perceraian, beliau berkata “Memang ada kejadian
seperti itu, dikarenakan suami merasa bahwa pihak istri pada saat menjalani
rumah tangga tidaklah setia mendampingi suami yang pada waktu itu tengah
di timpa musibah,”’ maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149, apabila terjadi percearaian, maka
mantan suami masih memiliki kewajiban terhadap mantan istri, meliputi :

1. Pemberian mut’ah yang layak
2. Memberikan nafkah,maskan dan kiswah selama masa iddah
3. Melunasi mahar yang terhutang

4. Memberikan biaya hadhonah bagi anak yang belum berusia 21 tahun.®

"Nurul Huda, Wawancara, Surabaya, 14 Oktober 2016.
$Undang-Undang Perkawinan dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
(Surabaya: Arkolat), 227-228.



Barang pemberian atau nafkah oleh suami kepada istri akibat
perceraian seharusnya tidak boleh ditarik kembali dimaksudkan agar istri
dapat memenuhi semua kebutuhannya. Sepantasnya suami memikirkan
kewajiban yang ada dalam ketentuan di atas, bukan malah memikirkan
kepentingannya sendiri.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perlu diadakan
penelitian untuk mencari solusi penyelesaiannya bagi suami yang hanya
memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak memandang hak dan
kewajiban suami, serta faktor apa yang melatarbelakangi suami menarik
kembali nafkah madiah istri akibat perceraian tersebut, khususnya pada
barang dan harta pemberian suami setelah perceraian, yaitu pemenuahan hak
dan kewajiban seorang suami terhadap istri yang tidak dipenuhi secara
sepenuhnya.

Penyelesaian permasalahan dikaji dan ditinjau melalui norma-norma
dan ketentuan hukum Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul : “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Nafkah Madiah Istri Oleh Suami
Akibat perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan

Sukolilo Kota Surabaya)”



B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah diatas dapat

diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

a.

Deskripsi tentang penarikan kembali nafkah madiah istri oleh suami

setelah perceraian.

. Pengertian nafkah madiah dan sebab-sebab suami mewajibkan nafkah

terhadap istri.

. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan suami setelah adanya

perceraian.

Hak-hak apa saja yang harus diterima istri setelah adanya percerian.

. Hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan ataupun setelah

terjadinya perceraian.

Faktor-faktor yang mendasari suami menarik nafkah madiah akibat
perceraian.

Ketentuan Undang-Undang perkawinan atau hukum Islam mengenai
aturan tentang penarikan kembali nafkah madiah istri oleh suami

akibat perceraian.

2. Batasan Masalah

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka

untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis

membatasi hanya pada masalah berikut ini :



1. Faktor penyebab suami menarik kembali nafkah
madiah istri akibat  perceraian di Kelurahan
semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

2. Menganalisis secara hukum Islam mengenai
penarikan kembali natkah madiah istri oleh suami
akibat perceraian di Kelurahan Semolowaru

Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah
Rumusan Masalah adalah kajian pokok dari suatu kegiatan penelitian
oleh sebab itu sebelum observasi dilakukan, agar peneliti ini lebih terarah
perlu diberikan rumusan masalah terlebih dahulu.’ Berdasarkan dari
pemaparan latar belakang masalah diatas, muncullah beberapa rumusan
masalah diantaranya:

1. Apa faktor penyebab suami menarik kembali natkah madiah istri akibat
perceraian di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota
Surabaya?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan kembali nafkah
madiah istri oleh suami akibat perceraian di Kelurahan Semolowaru

Kecamatan Sukolilo kota Surabaya?

? Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pers, 1986), 21.



D. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai penarikan nafkah madiah ini adalah termasuk
masalah yang harus ditemukan kunci penyelesaiannya, kerena dampak pada
masyarakat Kelurahan Semolowaru atau masyarakat pada umumnya agar
nantinya tidak terulang lagi kasus serupa. Kajian pustaka pada penelitian ini
pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang
akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh
peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi
penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan para peneliti
antara lain:

1. Skripsi Indrawati Lina, “Prespektit Hukum Islam Terhadap Penyelesaian
Perkara Banding Suami Tidak Memberi Natkah Kepada Istri ” Putusan
no.164/pdt.g/2006/pta.sby, Tahun 2008. Pada intinya membahas tentang
suami yang tidak mau memberi nafkah kepada istri serta tidak
memandang tugas suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala
keluarga yang memenuhi segala keperluan istri dan kelalian suami akan
kewajibannya terhadap istri sebagai alasan perceraian.'

2. Skripsi Muhamad Fuad, “Prospektit Hukum Islam Terhadap Suami Yang
Lalai Dari Tanggung Jawab Akan Kewajibannya Serta Kelalian Itu
Dijadikan Alasan Untuk Bercerai” (Studi Kasus di Desa Jogoloyo

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang) ” Tahun 2002, pada intinya

'° Indrawati Lina, “Prespektif Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Banding Suami
Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 12.
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membahas suami yang lalai akan tanggung jawab dijadikan alasan untuk
bercerai."!

3. Skripsi Joko Santosa, ‘“Prespektif Hukum Islam Terhadap Kurang
Terpenuhinya Natkah Sebagai Alasan Perceraian Di Masa Krisis
Ekonomi” (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul 2008-2009), yang
intinya membahas kurang terpenuhinya nafkah di masa krisis di gunakan
sebagai alasan perceraian.'®

Dari kajian pustaka yang ada, titik perbedaan peneliti ini dengan
beberapa skripsi sebelumnya adalah pada pokok bahasannya. Skripsi ini lebih
menjelaskan tentang penarikan kembali natkah madiah istri pasca percerian,
akan tetapi peneliti yang lain mengacu pada kelalian tanggung jawab
kewajiban suami terhadap istri, serta kurang terpenuhinya nafkah sebagai

alasan perceraian.

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitan yang dicapai adalah :
1. Mengetahui faktor penyebab suami menarik kembali natkah madiah istri
akibat perceraian di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota

Surabaya.

"' Muhamad Fuad, “Prospektit Hukum Islam Terhadap Suami Yang Lalai Dari Tanggung Jawab
Akan Kewajibannya Serta Kelalian Itu Dijadikan Alasan Untuk Bercerai” (Studi Kasus di Desa
Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang) ” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya,
2002), 10, pada intinya membahas suami yang lalai akan tanggung jawab, dan alasan tersebut
dijadikan alasan perceraian.

' Joko Santosa, “Prespektif Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai
Alasan Perceraian Di Masa Krisis Ekonomi” (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul 2008-2009).
(Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010). 10, yang pada intinya kurang terpenuhinya
nafkah di masa krisis digunakan alasan perceraian.
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2. Mengetahui dari sudut pandang hukum Islam tentang penarikan kembali
natkah madiah oleh suami akibat perceraian di Kelurahan Semolowaru

Kecamatan Sukolio Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti yang peneliti
lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu:
1. Secara Teoritis

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum
keluarga Islam atau ahwal as-syahsiyah.

b. Sebagai bahan informasi, masukan dan evaluasi bagi para mahasiswa
atau praktisi hukum dalam penyelesaian masalah tentunya mengenai
nafkah.

c. Sebagai penambah wawasan keilmuwan pengalaman bagi mahasiswa
ataupun masyarakat umum.

2. Secara Praktis

a. Untuk memberikan 7nput dan Sosial yang tepat untuk mengatasi
masalah kesenjangan problamatika mengenai nafkah dalam bidang
hukum keluarga Islam.

b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji

penelitian yang lebih mendalam.
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G. Definisi Oprasional
Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat,
maka penulis perlu memberikan defenisi dari judul tersebut yakni dengan
menguraikan sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Hukum Islam disini adalah ketentuan yang berdasarkan al-
Qur’an, hadis dan figih para ulama, serta ketentuan-ketentuan yang
terkandung dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974.

2. Penarikan Kembali Nafkah Madiah Isteri oleh Suami: Nafkah madiah di
sini adalah nafkah terdahulu yang pernah diberikan oleh suami kepada
istri, penarikan nafkah terdahulu yang dilakukan oleh suami kepada istri
akibat perceraian ini, berupa barang dan uang pemberian yang diberikan
suami kepada istri selama perkawinan yang ditarik atau diambil kembali
oleh suami setelah adanya perceraian, barang pemberian itu seperti

nafkah dan barang bawaan selama perkawinan.

H. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan) yaitu
penelitian yang langsung terjun kelapangan.'®
1. Karakteristik Lokasi Penelitian: Tempat penelitian adalah Kelurahan

Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Adapun peneliti

memilih lokasi ini dengan dasar :

Moh. Kasiran Metodologi Penelitian (Malang Uin Maliki Pers, 2010), 11.
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a. Di Kelurahan Semolowaru ini terdapat kasus tentang Suami yang
menarik kembali naftkah madiah istri akibat perceraian.

b. Bahwa Penarikan kembali natkah madiah istri dikarenakan adanya
beberapa faktor, dan hal ini yang menarik peneliti untuk melakukan
penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

a. Data tentang suami istri yang telah bercerai dan suami yang
menarik kembali nafkah madiah yang diberikan kepada istri akibat
perceraian di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota
Surabaya.

b. Data berupa keterangan keseluruhan Kelurahan Semolowaru
Kecamatan Sukolilo mulai dari data demografi desa, keadaan
masyarakat, ekonomi, agama dan lain-lain.

3. Sumber Data
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang
digunakan yaitu sumber primer dan sekunder, terdiri dari :

a. Sumber Primer: adalah sumber data yang bersifat utama dan
penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah
informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian.'*

Terdiri dari dua responden, yaitu:

14Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997), 116.
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1) Suami yang telah bercerai yaitu suami yang menarik kembali

nafkah madiah istri akibat perceraian di Kelurahan Semolowaru

Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

2) Tokoh Masyarakat dan warga Kelurahan Semolowaru yang

mengetahui permasalahan tentang penarikan kembali nafkah

madiah akibat perceraian di Kelurahan Semolowaru Kecamatan

Sukolilo Kota Surabaya.

b. Sumber Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku,

artikel, karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian,

terdiri dari :

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang perkawianan No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan.

Sayyid sabiq, Figh as-Sunnah.

Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat.

Muhamad Jawad Mughninyah, figih lima madzhab .

Abdurrahman Dan Haris Abdulloh, 7arjamah Bidayatul

Mujtahid.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Proses memperoleh data ini menggunakan teknik pengumpulan

data sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)
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Interview (wawancara) merupakan sauatu percakapan yang
diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya
jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-
hadapan.'’Dilakukan pada tokoh masyarakat, serta pihak yang
bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang
memperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelididki benda
tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan
harian. Data yang dikumpulkan dengan metode ini merupakan data
sekunder.'® Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui data
suami istri yang bercerai, masyarakat dan gambaran atau keadaan di
Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukililo Kota Surabaya.

5. Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah dengan
teknik pengolahan data sebagai berikut :

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh
mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dan yang lainnya,
relevansi keseragaman satuan kelompok dengan data.

b. Pengorganisasian = kelompok  data, yaitu menyusun dan

mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan

15Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013) , 235.
'® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Hukum Suatu pendekatan Praktik (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2006), 158.
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yang sudah direncanakan sebelumnya,sehingga menghasilkan bahan-

bahan untuk merumuskan suatu diskripsi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis
data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif,
dengan metode deksriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan
untuk menggambarkan keadaan atau fenomena hukum melalui sudut
pandang sosial.'” Dalam hal ini penulis ingin mengetahui hal-hal yang
berhubungan dengan penarikan kembali nafkah madiah isteri akibat
perceraian di Kelurahan Semolo waru Kecamatan Sukolilo Kota
Surabaya, serta bagaimanana masyarakat Kelurahan Semolowaru
Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya memandang hal tersebut.

Dalam mendeksripsikan data yang telah diperoleh, penulis
menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari premis-premis
minor atau fakta-fakta khusus atau empiris, kemudian fakta fakta khusus
digeneralisasikan ke dalam premis umum atau dituangkan dalam sebuah
teori baru.'®

Dalam tahapan ini, peneliti akan menganalisis penarikan kembali
nafkah madiah isteri setelah perceraian berdasakan hukum Islam dengan

menggunakan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian

diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil

7 Lexy J.Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rusdha Karya, 2006),

103.

'8 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 51-52.
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penelitian tentang adanya penarikan kembali nafkah madiah isteri setelah
perceraian, serta kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang
bersifat umum tentang penarikan kembali nafkah madiah isteri setelah

perceraian.

Sistematika Pembahasan

Sistemika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan
pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun
sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi
oprasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tentang Landasan Teori mengenai pengertian
nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab mewajibkan nafkah, hak dan
kewajiban suami istri dalam perkawinan atau setelah perkawinan.

Bab Ketiga merupakan hasil penelitian atau data penelitian mengenai
penarikan kembali nafkah madiah istri akibat perceraian yaitu kondisi
geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi serta agama masyarakat
Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Bab Keempat merupakan proses menganalisis secara mendetail, dan
fokusnya dalam segi hukum Islam terhadap penerikan kembali nafkah
madiah istri akibat perceraian di Kelurahan Semolowaru Kecamatan

Sukolilo Kota Surabaya.
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Bab Kelima berisi Kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang ada
akan menjawab dalam rumusan masalah, sedangkan saran-saran dapat

menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang.



